BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Kalimat tersebut sudah

tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik

enjatall dan disiap

yang dipersiapkan dan dipersenjatal untuk tugas-tugas pertahanan negara

guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.* Tentara

! Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, him. 71.

2 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Alumni AHM-
PTHM, Jakarta, 1981, him. 26.

# Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran
Negara R. | Tahun 2004, dan Tambahan Lembaran Negara R. I. Nomor 127.

* IKAPI, Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, Fokus Media, Bandung, 2014, him. 47.



Nasional Indonesia dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004
adalah tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan
daerah, suku, ras, dan golongan agama. TNI juga sebagai prajurit di garda
terdepan dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan negara

alaupun ancaman lainnya.’

harkat dan martabat Ko

adalah mempunyai_Okganisg 3l pakaian

sama dengan anggota masyarakat biasa, namun karena prajurit TNI

memiliki beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan adanya

® Toetik Rahayuningsih, Peradilan Militer Di Indonesian Dan Penegakan Hukum Terhadap
Pelakunya, LPPM Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, him. 76.
®Ibid. him. 14.



hukum yang khusus dan peradilan sendiri.” Hal tersebut mengartikan bahwa
warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku
baik itu hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.®
Sehingga TNI sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang

berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum seperti yang

berlaku
lan dari

mpangan-pen : | ng”.
2 berbunyi P ] 2K n dalam

pidana

tertib. Dalam Pasal 281 KUHF J®Ur tentang tindak pidana kesusilaan.

Tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma

" Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung,

2002, him. 14.

8 Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006,

him. 20.

° Tumbur Pallti D. Hutapea, Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai

Pelaku Tindak Pidana Dan Prakteknya, Volume 5 Nomor 3, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2016,
him. 373.

10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.



kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau
bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang

lain.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan biasanya akan

dikenakan Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Pasal 281

Militer.

un 1997

(DILMILTI) merupakan T8 e bertugas untuk memeriksa dan
memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha

militer”.Dengan adanya peradilan militer, seluruh pelanggaran kedisiplinan

1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara R.
| Tahun 1997.



yang dilakukan oleh prajurit TNI akan diproses melalui prosedur Pengadilan

Militer.

Keberadaan peradilan militer diperlukan mengingat pada asalnya TNI
juga merupakan manusia sosial biasa yang tidak luput dari berbagai

kesalahan yang telah diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari baik pada

satunya

oseksual

donesia

senggama.’® Pengertian 2dalah suatu rasa Kketertarikan
romantic dan/atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender

yang sama. Homoseksual mengacu pada pandangan individu tentang

12 Faradiba Syaranovia dan Dini Dewi Heniarti, Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan
Peradilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum
Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, VVolume 6
Nomor 1, Prosiding lImu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, 2020, him. 298.

3 Fatimah Asyari, LGBT Dan Hukum Positif Indonesia, Volume 2 Nomor 2, Jurnal
Legalitas,, 2017, him. 60.



identitas pribadi dan social berdasarkan pada ketertarikan, perilaku
ekspresif, dan keanggotaan dalam komunitas lain.** Dalam konteks
homoseksual terdapat empat jenis yaitu lesbian, gay, biseksual, dan

transgender.

Perilaku menyimpang homoseksual secara spesifik tidak diatur dalam

kelamin

empuan

LGBT adalah bentuk

gender dan seksual.*®

4 psychological Association, Sexsual Orientation, Homosexualit and Bisexualit, APA
(American Psychology Association, Defenitions Related to Sexual Orientation and Gender
Dipersity in APA Documents, 2015.

> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1995, him. 213.

18 1gbal Kamalludin, Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT, Volume 6
Nomor 8, Jurnal Cita Hukum (Indonesia Law Jurnal), 2018, him. 332.



Terdapat dua alasan paling mendasar pengajuan pengujian Pasal 292
ini dilakukan oleh para pemohon, yaitu karena alasan ketahanan keluarga
dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia. Menurut para
pemohon terkait dengan Pasal 292 KUHP merupakan pasal yang sangat
mengancam ketenangan keluarga di Indonesia dan dapat mengancam

ketahanan nasional. Se Reonli KUHP menurut pemohon

berbeda

Militer

aturan hukum tentan® ama Jenis Undang-undang

Nomor 39 Tahun 2010, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 masih
adanya kekosongan hukum mengenai larangan hubungan sejenis ini.
Larangan mengenai hubungan sesama jenis di Indonesia masih dalam

persimpangan jalan sehingga para penegak hukumpun menyampaikan

1 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X1V/2016, him. 148.
8 Ibid, him. 453.



pendapatnya dalam menjatuhkan putusan pada pelaku hubungan sesama

jenis berbeda-beda.

Dewasa ini perilaku menyimpang homoseksual berkembang dalam
dunia prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pengaturan mengenai perilaku

menyimpang di negara Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan

yang mengat

- UN[

delapan

ati suatu
kian itu,

deng idafidl penjara

dalam Pasal 103 KU ecatan dan pidana penjara.’®
Pertanggungjawaban secara umum adalah merupakan bentuk tanggung
jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Sedangkan untuk

pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku dengan

maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat

% Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Op. Cit.



dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.*
Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat
penting pada lembaga peradilan untuk menangani, mengadili, dan
memutuskan suatu perkara terhadap pemidanaan pada tindak pidana yang

terjadi sehingga dapat diselesaikan.

perilaku

g=sai1 ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu g Denar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya «2

Dalam pasal tersebut telah diatur syarat-syarat Hakim  untuk

menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

% Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2017, him. 13.

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara
R. | Tahun 1981.



yang ditetapkan oleh undang-undang dan disertai oleh keyakinan Hakim
bahwa terdakwalah yang melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal

184 KUHAP adalah:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

— RSITAS
d. petunjuk UN[VE ANDALAS

esusilaan

keadaan

kesusilaan dalam mas}
tertib.?

Perbuatan menyimpang homoseksual ini telah bertentangan dengan
norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma hukum, bertentangan

dengan nilai-nilai Sapta Marga ke-5 (Prajurit Tentara Nasional Indonesia

22 Moch. Faisal Salam, Loc. Cit., him. 2.



memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung
tinggi sikap dan kehormatan prajurit), Sumpah Prajurit ke-2 (Prajurit
Tentara Nasional Indonesia akan tunduk kepada hukum dan memegang
teguh disiplin keprajuritan), Delapan Wajib TNI ke-4 (menjaga kehormatan

diri dimuka umum).?® Dalam Putusan Pengadilan Militer | Medan tersebut

ISELS RS SIGTeeTe Gal yang dilakukan oleh dua

I/Bukit

eifva dengan

saksi yang

Oditur Militer dalam surat dakwaannya menjerat terdakwa dengan

berada di tempat kejadian.

dakwaan alternatif melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP vyaitu “barang siapa

dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, dan Pasal 103 ayat (1)

2 putusan Pengadilan Militer | Medan Nomor 130-K/PM.1-02/AD/X11/2019, him. 58.
24

Ibid, him. 1.
% Ibid. him. 18.



KUHPM yaitu “militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati
suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampau perintah sedemikian
itu, diancam karena ketidak taatan yang disengaja dengan pidana penjara
maksimum dua tahun empat bulan”.

Dalam  surat  tuntutan  Oditur ~ Militer  dengan  Nomor

AAAAA Rasember 2019, Oditur Militer

tersebut

blakukan

a) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009
tanggal 4 Agustus 20009.
b) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam 1/BB Nomor

ST/2582/2018 tanggal 8 Oktober 2018.



c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani
oleh terdakwa

d) 2 (dua) lembar Peraturan Pemerintah Rl Nomor 39 Tahun 2010
Tentang Administrasi Prajurit TNI.

Kemudian dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I Medan

tersebut menjatuhkang e oA

ditandatangani
oleh terdakwa
d) 2 (dua) lembar Peraturan Pemerintah Rl Nomor 39 Tahun 2010

Tentang Administrasi Prajurit TNI.

28 |bid. hlm. 30.



Namun dalam putusan tersebut menurut penulis terdapat kejanggalan.
Kejanggalan tersebut ada pada pertimbangan hukum yang dijadikan dasar
dalam memutus perkara tidak sesuai dengan pembuktian yang dilakukan
olen Oditur Militer di depan persidangan dan fakta-fakta hukum yang
terungkap di persidangan. Terdakwa memberi keterangan di bawah sumpah

kwa mengatakan mendapat

pukulan perut dan T gan unsur insorbordinasi.

Unsur insubordinasi adalah tindak pidana melawan atasan yang dilakukan
oleh prajurit TNI disaat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat
atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas

atau mewakili kompi kesatuannya.



Terdakwa melakukan  hal  tersebut dengan  keterpaksaan
(kejuniorannya) tidak bisa menolak apa yang dipaksakan oleh saksi-2,
artinya terdakwa melakukan hal tersebut terpaksa oleh suatu kekuasaan
yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya perbuatan mengancam,
seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lagi keterangan terdakwa

tersebut. Dalam teori Regak if menurut undang-undang atau

ara alat-
sistem
ing serta
5 diikuti

bdi  dan

KEDJAJAAN

esuat pacaay yang tidak
BAN

dapat dihindarkan ti% Rata terpaksa (overmacht)
diartikan sebagai paksaan lahir, rohani, jasmani dan paksaan batin. Suatu
kekuasaan yang tidak dapat dihindari adalah suatu kekuasaan yang
berlebihan, artinya kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat

dilawan atau suatu keaadaan terpaksa (overmacht). Daya paksa (overmacht)

%" R. Soesilo, Op. Cit. hIm.63.



yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dapat diterima sebagai alasan

penghapusan pidana apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

1.  Terdapat kekuatan, paksaan atau tekanan yang bersifat relatif yang
sebenarnya masih bisa dihindari namun orang yang mendapatkan daya

paksa tersebut tidak dapat diharapkan untuk melakukan perlaanan

} kekuatan, paksaan atau tek

’ atau timbul dari

ini dikarenakan terdapat b8 : pang sekiranya harus dipenuhi agar
suatu daya paksa dapat dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Adapun
daya paksa yang dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana adalah

daya paksa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuasaan

%8 Budayawan Tahir, Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya
Paksa (Overmacht), Volume 4 Nomor 2, Spirit Pro Patria, 2018, him. 117.



yang pada umumnya tidak dapat dilawan. Berkaitan dengan kekuatan yang

lebih besar tersebut, maka daya paksa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a.  Paksaan yang bersifat absolut atau mutlak
Dalam hal ini, seseorang tidak dapat berbuat lain, artinya ia

mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya.

tindak

ihindari.

KEDJAJAAN
% ang.d Antidak isaﬂt dipahami

bahwa seseoran§ g tidak mutlak, akan tetapi
meskipun orang tersebut dapat melakukan tindakan lain, ia tidak bisa
diharapkan untuk melakukan tindakan lain dalam menghadapi
keadaan serupa.”® Artinya, orang tersebut masih memiliki kesempatan

untuk memilih tindakan apa yang akan dilakukannya meskipun

%% Raldo Rattu, Daya Paksa (Overmacht) Dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Doktrin dan
Yurisprudensi, Volume 8 Nomor 11, 2019, him. 17.



pilihannya cukup banyak dipengaruhi oleh pemaksa. Oleh karena itu,
tampak adanya perbedaan dengan paksaan mutlak. Pada paksaan
mutlak, segala sesuatunya dilakukan oleh orang yang memaksa,
sedangkan pada paksaan relatif, perbuatan masih dilakukan oleh orang
yang dipaksa berdasarkan pilihan yang ia buat.

Keadaan darura

ng yang
yang ia
sebagai
putusan
sebagai
embagi

penturan

Dengan demikian, dari hasil pembuktian yang dilakukan oleh Oditur

Militer di depan persidangan bahwa terhadap keterangan terdakwa adanya
keadaan daya paksa yang menimbulkan terdakwa sesuai dengan Pasal 48

KUHP vyaitu: “barang siap melakukan perbuatan karena terpaksa oleh

%0 R. Soesilo, Op. Cit. him. 64.
31 Budayawan Tahir , Op.Cit. him. . 18.



sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.
Tidak dapat menghindar dari perintah saksi-2 yang merupakan senior
terdakwa dan disertai adanya ancaman oleh saksi-2. Namun dalam putusan
Pengadilan Militer I Medan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/X11/2019 Hakim
menyatakan terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 281 ke-1

KUHP yaitu “dengag melanggar kesusilaam”.

ju

adilnya. Untuk mers < Il-adilnya hendaknya
Majelis Hakim di dalam pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer
harus mempertimbangkan keterangan terdakwa yang terungkap di depan

persidangan mengingat terdakwa melakukannya dengan saksi-2.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

analisis Putusan Pengadilan Militer 1 Medan, dan mengangkatnya menjadi



sebuah judul tesis yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN MILITER | MEDAN DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI AD YANG MELAKUKAN

TINDAK PIDANA KESUSILAAN HOMOSEKSUAL (Studi Putusan

Nomor 130-K/PM.1-02/AD/X11/2019)”.

Bagaimanaka
Medan dalam

Putusan

Untuk mengetahU > Militer Pengadilan Militer |

Medan dalam rangka pembuktian terhadap Prajurit TNI AD yang
melakukan tindak pidana kesusilaan homoseksual dalam Putusan
Nomor 130-K/PM.1-02/AD/XI11/2019

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer |

Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit TNI AD yang



melakukan tindak pidana kesusilaan homoseksual dalam Putusan
Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XI11/2019

3. Untuk mengetahui penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim
Pengadilan Militer I Medan dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I-

02/AD/X11/2019 telah sesuai dengan tujuan hukum.

Manfaat Penelitian

Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi
penyusun Khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat
menjadi masukan bagi pemerintah, penegak hukum dan praktisi

hukum dalam rangka penegakan hukum pidana militer.



Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis
sendiri dengan menganalisis Putusan Pengadilan Militer I Medan Nomor
130-K/PM.1-02/AD/X11/2019. Ada beberapa penelitian yang pernah
dilakukan oleh peneliti lain yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Grastalsin sebagai tindak pidana

KEDJAJAAN
. 5L Derb deNgN penelitian

yang di atas, yaitu me bangan Hakim pengadilan
Militer I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit TNI AD yang
melakukan tindak pidana kesusilaan homoseksual (Studi Putusan Nomor

130-K/PM.1-02/AD/X11/2019).



F. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1.  Kerangka teoritis
Teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.** Secara

umum, teori mempunyai beberapa fungsi diantaranya: untuk

menjelaskan  (exsplanation), meramalkan  (prediction), dan

enelitian

yang ia

(konsep), batasan, dan

sistematis tentang

E adalah:

seorang
didakwakan
merupakan suatu Daglan yang sangat penting dalam acara

pidana. Dalam hal ini akan terlihat jelas bahwa hak asasi

% Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him. 42.

¥ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat:eksploratif,
enterpretif, interaktif dan konstruktif, ALFA BETA, Bandung, 2020, him. 85.

% Muhamad Sadi, Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasi di Indonesia, Prenadamedia,
Jakarta, 2015, him. 51.



manusia dipertaruhkan.®® Dalam pembuktian inilah nasib si
terdakwa dipertaruhkan. Jika hasil pembuktian dengan alat-alat
bukti yang ditentukan undang-undang tidak atau belum cukup
dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada si
terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan. Namun jika

sebaliknya esalahan  terdakwa  terbukti

Deristiwa

n adalah

AP yang
melalui

idangan,

lasan di

pidana secara keseluruhan yang diatur di dalam KUHAP.
Yahya Harahap juga memberikan pengertian tentang

pembuktian, dimana pembuktian adalah ketentuan-ketentuan

¥ Andi Hamzah, Op. Cit, him. 245.

% M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan, Ghalia, Jakarta, 2005, him. 273.

% Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia, Jakarta,
1983, him. 12.



yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang
dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa. Selain Yahya Harahap dan
Martiman Prodjohamidjojo , Andi Hamzah juga mengemukakan

pendapatnya mengenai pembuktian, menurutnya pembuktian

yang menggabungka

pembuktia : dengdn sistem [

l

secara negatif ini

DL Tndang-undang

perbunyi: salah atau tidaknya seorang
terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan
kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut

undang-undang.®® Dari uraian di atas, sistem pembuktian ini

% M. Yahya Harahap. Op.Cit, him. 278.
¥ Ibid.



untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa
tersebut terdapat 2 (dua) komponen yaitu:
1. Pembuktian tersebut harus dilakukan menurut cara dan

dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang

u tindak

bersalah

KEDJAJAAN
iy ™

Dapat diy®

a maksud dari kalimat “dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” merupakan prinsip
batas minimum pembuktian yang dianggap cukup untuk

membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhi

0 1bid.



pidana.** Dari Pasal 183 KUHAP juga menjelaskan bahwa
penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara
negatif adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan,

dan kepastian hukum bagi seseorang sesuai dengan tujuan

hukum Indonesia.

ak perlu

g ) Pasal 184
BANC
Mlal=atrgunakan untuk

membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun penjelasan dan
kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut

adalah sebagai berikut:

*1 M. Yahya Harahap, Op. Cit, him. 283.



a)  Keterangan saksi
Dilihat dari segi pembuktian, agar keterangan saksi
mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian perlu
diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus
dipenuhi oleh seorang saksi. Ketentuan tersebut adalah

gdi dalam Pasal 185 KUHAP, dan

berhubungan dengan pemeriksaan saksi dalam

engenai
sendiri.

i dalam

' alamk $angfkil Aefitaysak flasan dan
8 yang

merupakan Kebalikan dari apa yang di syaratkan
pada Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut tidak
bernilai sebagai keterangan saksi. Misalnya rekaan
atau pendapat saksi dari hasil pemikiran, di luar

yang saksi lihat sendiri, maupun yang tidak saksi



dengar sendiri atau didengar dari orang lain
(testimonium de autitu).*?

2. Keterangan saksi  harus diberikan setelah
mengucapkan sumpah. Hal ini diatur di dalam Pasal
160 ayat (3) KUHAP. Bahwa sebelum memberikan

engucapkan sumpah atau

masing-

yang artinya bahwa keterangan satu saksi tunggal
tanpa didukung oleh keterangan saksi lain atau alat

bukti lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal

“2 1bid, him. 287.



tersebut diatur di dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat
(3) KUHAP.
5.  Keterangan saksi yang berdiri sendiri harus memiliki

hubungan. Jika saksi yang dihadirkan di depan

persidangan secara kuantitatif telah memadai sebagi

sebagai

KKYHAP hfddefaAgkan D8 )
Ly Qs

nerupakan alat

bukti, “namun apabila  keterangan tersebut
bersesuaian  dengan  keterangan saksi  yang
disumpah, keterangan tersebut dapat digunakan
sebagai tambahan alat bukti yang sah. Dalam

menilai keterangan saksi sebagaimana diatur di



dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP, Hakim dalam
menilai keterangan seorang saksi haruslah sungguh-
sungguh memperhatihan:

1) Apakah antara keterangan saksi satu dengan

yang lain saling bersesuaian

eterangan saksi dengan alat

si serta

arus bisa atau memiliki

kemampuan menilai objektifitas keterangan saksi tersebut
dengan dihubungkannya dengan keterangan saksi lain, alat
bukti lain, dan keadaan subjektif diri saksi. Baik itu
kondisi internal si saksi maupun keadaan lain di luar diri

saksi yang dapat mempengaruhi keterangannya.



b)  Keterangan ahli
Keterangan ahli diatur di dalam Pasal 186 KUHAP.
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

aan. Pengertian tersebut di atur

ap juga

dimana

perkara

perkara

heksdndRutdh] AA N
L

entuan Pasal 133 KUHAP
dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, pemberian
keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat

dilakukan melalui dua prosedur sebagai berikut:

* M. Yahyha Harahap, Op. Cit, him. 298.



1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan
penyidikan.
Keterangan ahli pada saat penyidikan diminta oleh
penyidik dengan cara tertulis dengan menyebutkan

secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli

bernilai

o PTG

)
Nem
Cl l

i ® Ketua Sidang

atau terdakwa maupun  Penasehat  Hukum
menghendaki dan menganggap perlu didengar

keterangan ahli disidang pengadilan dapat meminta



kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan

di dalam sidang pengadilan.**

Sebelum memberikan keterangan ahli, seorang ahli

sebagaimana alat bukti saksi, ahli juga wajib disumpah

terlebih dahulu. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal

au tidak
tersebut

dapat

umum yang berwenang atau
yang dibuat di hadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri,

* 1bid, him. 297.



disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
keterangannya itu

2) surat yang dibuat menurut Kketentuan peraturan
perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh

pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

anggung jawabnya dan yang

sesuatu

AP terkait sistem

pembuktian hukum acara pidana Indonesia menurut
undang-undang secara negatif yaitu dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan
keyakinan Hakim. Oleh karenanya KUHAP memberikan

kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menilai setiap



kekuatan pembuktian dari alat bukti, termasuk alat bukti

surat.

d)  Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur di dalam Pasal 188 ayat

(1) KUHAP. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan,

tersebut

at dan

yang ia

KEDJAJAAN
ak (5 2k ata :sg algmi sendiri.
Keté rucapkan diluar persidangan

dapat digunakan sepanjang didukung oleh alat bukti yang
sah lainnya sepanjang pemeriksaan dan keterangan
terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa

sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk



pengakuan. Seluruh keterangan terdakwa hendaklah
didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan
ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau
keadaannya. Majelis Hakim memiliki hak untuk tidak

menggunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau

yang menilai bahwa alat bukti yang diajuka

keyakinannya

X :

periksa.

Teori Pidana dan Pemidanaan
Kata pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu straff |
sanksi pidana diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa

yang dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau

** M. Yahya Harahap, Loc. Cit.
“ Ibid.



beberapa orang sebagai akibat hukum baginya dari berbuatan
yang telah melanggar larangan hukum pidana.*’ Pidana atau
pemidanaan juga berkaitan erat dengan Hakim, karena Hakim
setelah melakukan pemeriksaan di depan persidangan pada
akhirnya akan menjtuhkan putusan yang dapat berupa

ila terbukti bersalah. Pidana

artinya

an tidak

g, sering

melakukan pelanggaran. Pemidanaan sering juga disebut dengan
penghukuman. Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, pemidanaan

dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

" Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, him.
23.
*p_ A. F. Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung, him. 47.



bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
maka pengadilan menjatuhkan pidana.*®

Sudarto memberikan pendapat bahwa penghukuman
berasal dari kata dasar hukum, sehingga diartikan sebagai

menetapkan  hukum atau memutuskan tentang hukumnya.®

Dari pendaga

isar dan
sangat penting dalafi kg PAUK i negara

termasuk nega

hukum terutama Hakim, Jaksa Penuntut Umum atau Oditur

Militer, serta Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan

* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, Op. Cit.

%0 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984,
him. 1.

°! Tina Aswara Wati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia, CV
Budi Utama, Yogyakarta, 2015, him. 108.



tugasnya.>> Ada beberapa macam pendapat mengenai teori

pemidanaan yaitu:>®

1)  Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)
Teori absulut muncul pada akhir abad 18 yang

dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo

ang mendasarkan teorinya

tidaklah

memperbaiki

penjahat. Kejaha itu sendirilah yang mengandung
unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Secara mutlak

pidana tersebut ada, karena dilakukan untuk kejahatan.

52 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2014, him.157

5% Adami Chazawi, Op. Cit. him. 155.

> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him. 31.



Teori ini tidak memikirkan manfaat menjatuhkan pidana.
Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidanabagi
para pelanggar, oleh karena itu teori ini disebut dengan
teori absolut. Pidana merupakan suatu tuntutan yang
mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi

karena hakikat suatu pidana

sebagai contoh dengan pidana sedemikian rupa sehingga
orang tersebut menjadi taubat karenanya. Sedangkan teori
relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus.

Teori pencegahan khusus berpandangan bahwa tujuan dari

% Ibid.
% |bid.



satu pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari sipelaku
tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak
melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.>’

Teori relative atau teori tujuan berfikir bahwa pidana
itu adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum di

eori tujuan ini, tujuan pidana

a sekali

tersebut

KEDJAJAAN
%n. : shidik ofging -.-e», Wng berbuat

3)  Teori Gabungan (verenigning theorien)

Teori gabungan mendasarkan pada teori absolut atau

pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan. Teori ini

" Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama,
Pekanbaru, 2010, him. 143.



dianut oleh Karl Binding. Teori ini didasarkan pada
pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk
masa yang akan datang, oleh karena itu pemidanaan harus
dapat memberikan kepuasan bagi Hakim, penjahat,

ataupun masyarakat.® Teori ini dapat dibedakan ke dalam

asan

dari apa

kan tata

proses
an cepat,

p#ang seimbang.

Dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, selain terikat
pada sistem dan aturan, juga melibatkan pihak-pihak tertentu
seperti tersangka, terdakwa, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum,

Hakim, serta Penasehat Hukum.>® Dalam hukum pidana militer

% Ibid., him. 144
%% Bambang Waluyo, Op. Cit. him. 34.



yang terlibat dalam menyelesaikan perkara di pengadilan adalah
Penyidik (Ankum), Jaksa Penuntut Umum (Oditur Militer),
Hakim, dan Penasehat Hukum.

c.  Teori Pertimbangan Hakim

Ketika membahas suatu putusan pengadilan maka tidak

disebut

alasan-

tidak

memberikan pengertian. megenai putusan Hakim. Secara
sederhana putusan Hakim tersebut mencakup irah-irah dan
kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari cakupan tersebut

yang dipandaang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan.

805 M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pratnya Paramita, Jakarta, 2009, him. 4.



Alasan-alasan yang kuat daalam pertimbangan sebagai
dasar putusan membuat putusan Majelis Hakim menjadi objektif
dan berwibawa.®* Majelis Hakim harus mempertimbangkan
faktor-faktor yang ada di dalam diri terdakwa, yaitu apakah

terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah

..... o aka terdakwa  mengetahui

a waktu

untuk

Mulyadi memberikan pendapat bahwa pada hakikatnya
pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian
unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa

tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang

81 Sudikno Mertokusmo, Mengenal Hukum:Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005,

him. 22.



didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Oditur
Militer sehingga pertimbangan tersebut relevan dengan
amar/dictum putusan Hakim.®? Hal yang dimaksud di atas

adalah:

a)  Dakwaan Penuntut Umum

143 ayat

Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim
adalah dakwaan yang sudah dibacakan di depan

persidangan. Perumusan dakwaan didasarkan dari

%2 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Aara Pidana:Teori, Praktek, Teknik
Penyusunan dan Permasalahan, Aditya Bakti, Bandung, 2007, him. 193.

8% Mohammad Taufik Makarao dan Suhasri, Hukum Acara Pidana Daam Teori dan
Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, him. 65.



hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun
tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.®*
b)  Tuntutan Pidana
Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-
jenis dan berat pidana yang didakwakan oleh Jaksa

Oditur Militer kepada

terbukti

Oditur
Penuntut

t proses

l teidakid) Adidbromgka

dinyatakan terdakwa di depan persidangan tentang

perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui
sendiri atau yang dia alami sendiri yang ditur dalam

pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa juga

% Rusli Muhammad, Loc. Cit. him. 125.
% Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Jakarta,
2009, him. 142.



sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan
Hakim, Penuntut Umum, dan dari Penasehat
Hukum.
d) Keterangan Saksi
Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti

@aRasal 184 ayat (1) KUHAP

ai suatu
ia lihat
tersebut
) dengan
adalah
gai alat
ai suatu
dialami
sidangan
saksi

dalam

pukti adalah semua benda yang dapat
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut

Umum di depan persidangan, meliputi:



1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa
seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari
tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana

2) Benda yang dipergunakan secara langsung

untuk melakukan tindak pidana atau untuk

-------- splag melakukan tindak pidana

setiap

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah
pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak
lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari

kejahatan yang ia lakukan tersebut dapat juga



berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling

tidak keamanan dan ketentraman mereka terancam.
c)  Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun

keadaan psikis terdakwa sebelum melakukan

a ke dalamnya status sosial

Pidana
Hukum
bahwa

harus

mengenai pedoman pemidanaan yang
harus dipertimbangkan oleh Hakim. Berdasarkan
RKUHP  tersebut, salah satu yang perlu
dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu

perkara adalah keadaan sosial ekonomi pembuat



seperti tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.
Karena masih bersifat rancangan ketentuan tersebut
belum dapat mengikat pengadilan. Namun demikian,

kondisi sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan

lan yang

sebagai

BANG
n_po@@anaan memuat

keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.%

1)  Hal-hal yang meringankan pidana
Hal-hal yang meringankan pidana di dalam KUHP tidak

diatur secara rinci. Dalam KUHP hal-hal yang dapat

% Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2006, him. 144,



meringankan pidana adalah dalam Pasal 53 ayat (2) dan
ayat (3) tentang percobaan, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)
tentang membantu atau medeplichtgheid, Pasal 47 tentang
belum dewasa atau minderjarigheid. Ketiga alasan
tersebut merupakan alasan umum, sedangkan alasan

al 308, 241, 342 KUHP.

lijadikan
P sedang
gan atau

pgan atau

Teori Tujuan HukumS(t [@ato i m, dan

Keadilan)

adalah karena hukum '1tu dapat dikaji melalui tiga sudut
pandang. Sudut pandang tersebut adalah:®’
1.  Sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum

dititikberatkan pada segi kemanfaatan

%7 Shinta Agustina, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generaly Dalam Penegakan Hukum
Pidana, Themis Book, Yogyakarta, 2014, him. 25.



2. Sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum
dititikberatkan pada segi kepastian hukum
3. Sudut pandang filsafat hukum, tujuan  hukum

dititikberatkan pada segi keadilan

Gustav Radburch memberikan pendapat mengenai tujuan

diakamodir. Berikut pen

ebagai tujuan utama hukum.”
Menurut penganut aliran ini, kebahagiaan itu selayaknya

dapat dirasakan oleh setiap individu. Namun jika

68 H
Ibid.
% Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2006, him. 155.
" Ibid, him. 112.



kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai diupayakan agar
kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin
individu dalam masyarakat tersebut (the greatest

happiness for the greatest number of the people).”

2)  Teori Kepastian Hukum

sistem

rnyataan

ataupun

n-aturan

dalam

individu

egllari aturan

Kepastian hukum adalah suatu keadaan yang pasti,
suatu ketentuan atau ketetapan. Suatu hukum harus
bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai sebuah pedoman

kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

71 H
Ibid.
72 peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him. 58.



menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian
hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab
secara normatif dan bukan sosiologi.”® Suatu kepastian
merupakn nilai yang tidak akan dapat dipisahkan dari
hukum. Terutama untuk norma hukum tetulis. Hukum

ian hukum akan tidak memiliki

tercapai

norma sehinggaantara satu norma dengan norma

lainnyatidak saling berbenturaan atau menimbulkan

konflik norma.

™ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, him. 59.



Sutu kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis
dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran
positifisme dalam perkembangan hukum yang cenderung
melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan bersifat

mandiri. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain

erwujudnya hukum yang

akan' memiliki ac

tersebut harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari

kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum.

" Shidarti, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013,
him. 8.



Hukum itu postiif berupa perundang-undangan. Hukum
postif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.”
3)  Teori Keadilan
Keadilan adalah suatu kebijakan utama dalam

institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam system

ssddaoberikan pengertian bahwa kata

mutative

jatah tersebu sama untuk setiap orangnya,
tergantung kepada kekayaan, kelahiran, pendidikan,

kemampuan dan  sebagainya sehingga  bersifat

> Khuzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di
Indonesia 1945-1990, Genta Publishing, Yogyakarta, him. 69.
’® Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit. him. 154.
77 1hi
Ibid.
78 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2003, him. 78.



proporsional. Sedangkan Justitia commutative memberi
kepada setiap orang sama banyaknya. Pergaulan di dalam
masyarakat Justitia commutative merupakan kewajiban
kepada setiap orang terhadap sesamanya yang dituntut

adalah kesamaan.

dodisini adalah apabila setiap

ain akan lebih

mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai dari pembahasan ini.
Oleh karena itu penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang

terdapat dalam judul yaitu:



a.  Pertimbangan
Pertimbangan atau considerans merupakan dasar dari putusan
yang akan diputus oleh Hakim dan di dalamnya memuat alasan-

alasan Hakim sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada

masyarakat terkait dengan putusan yang diambil.

negara

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia Pasal 1 ketentuan umum menyebutkan
bahwa prajurit adalah anggota TNI.

f.  Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)

" Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit.



Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia Pasal 1 ketentuan umum menyebutkan
bahwa prajurit adalah anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia
(TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai
untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman

militer MalGumttea R iata ®° Angkatan Darat (AD)

Homoseksual

Swain, i i aberi id bahwa

G. \. ‘

dapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu, artinya terdapat empat kata kunci
yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.®

Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan penulis meliputi:

8 |KAPI, Op. Cit. hlm. 47.

81 Ayub, Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis), Volume 3
Nomor 12, TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam, 2017, him. 36.

8 Sugiono, Op. Cit. him. 2.



1. Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.®

enelitian

regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang

diteliti &

8 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, 2017, him. 57

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhratara, Jakarta, 1973, him. 120.

% Ibid, him. 121.



3. Sifat Penelitian
Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang
berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala
sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Sehingga

dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran

yang menyeluryh

gaerdilan Militer |

Medan dalam Putusan Nomor 130-K/PM.I1-02/AD/XI11/2019 telah

sesuai dengan tujuan hukum.

8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit. hlm. 25.



4.  Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Data sekunder adalah informasi-informasi dari bahan
studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.?” Bahan studi
kepustakaan tersebut dapat diambil dari data yang diperoleh dari

ang berhubungan erat dengan

lisertasi,

m, data

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

¥ Ibid. him. 85.

8 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
him. 113.

% Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, him. 13.



3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

4)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1997 Tentang Peradilan Militer

5)  Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara

yang
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enelitian

C fkunKTerdied AJAA N
m s ukum  yang

maupun penjelasan mengenai bahan

memberikan petunju
hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum
atau kamus-kamus ensiklopedia, internet, yang menjelaskan

istilah-istilah yang sulit dipahami.®*

% Bambang Sunggono, Op. Cit. him. 113.
% Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 106.



5.  Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang faktual dan akurat maka penulis
mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan
adalah mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya
sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat

trial and error _DPopahiiiaikti=ttang kan data dengan cara studi

%

Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut

kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka
memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat

untuk dianalisis lebih lanjut

% Bambang Sunggono, Op. Cit. him. 114.



3)  Penyusunan Data
Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang
saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang
bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga
mempermudah interpretasi data
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